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Tesisini mengkaji mengenai pengujian formil undang-undang di Indonesia yang merupakan kompetensi
kewenangan dari Mahkamah konstitusi dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan terhadap
pengujian formil. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesisini meliputi: (i) desain
dan praktik pengujian formil undang-undang di Indonesia; (ii) permasal ahan pengujian formil undang-
undang di Indonesia; dan (iii) desain gagasan ideal penataan pengujian formil undang-undang di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Untuk
menunjang penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pengujian formil undang-undang memiliki kaitan
erat dengan pengejawantahan dari berbagai teori tentang pembentukan undang-undang yang pada intinya
menekankan bahwa pembentukan undang-undang harus memenuhi asas dan prosedur formil baik secara
teoritis maupun normatif, dikarenakan tanpa pemenuhan unsur tersebut sebuah undang-undang dapat
dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pengujian formil merupakan kerangka untuk menguji dan menilai
pemenuhan persyaratan formil dalam pembentukan undang-undang. Pada praktiknya Mahkamah Konstitus
melakukan pengujian formil dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara
pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tetap menggunakan perspektif konstitusionalitas dalam
melakukan pengujian. Pada perkembangannya tren putusan Mahkamah Konstituss menunjukkan Mahkamah
Konstitusi cenderung membatasi diri untuk mengabulkan pengujian formil undang-undang kendati terbukti
undang-undang tersebut bertentangan dengan proses formil. Tercatat, Mahkamah Konstitusi baru sekali
memutuskan dengan amar putusan mengabulkan pengujian formil yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XV111/2020. Maka dari itu, terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk
membuat sebuah batasan dan standar yang bersifat relatif dan bersifat mutlak. Standar yang bersifat relatif
ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran relatif yang tidak berimplikasi pada pembatalan sebuah
undang-undang. Di sisi lain standar mutlak ini berkaitan dengan standar yang harus dipenuhi yang mana
pelanggaran terhadap standar ini akan berdampak pada sebuah norma dinyatakan inkonstitusional.

...... Thisthesis examines the formal review of lawsin Indonesia which is the competence of the
constitutional court by conducting an analysis of decisions on formal review. Some of the issues discussed
in thisthesis research include: (i) the design and practice of formal review of lawsin Indonesia; (ii) the
problem of formal review of laws in Indonesia; and (iii) the design of ideal ideas for the arrangement of
formal review of lawsin Indonesia. Thisresearch is normative legal research with an explanatory research
typology. To support this research, the approach taken includes a statutory approach, a conceptual approach,
and a comparative approach. The formal examination of laws has a close relationship with the embodi ment
of various theories regarding the formation of laws which in essence emphasi ze that the formation of laws
must comply with the principles and formal procedures both theoretically and normatively, because without


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920520585&lokasi=lokal

fulfilling these elements alaw can be declared not applicable. So that formal testing is a framework for
testing and assessing the fulfillment of formal requirementsin the formation of laws. In practice, the
Constitutional Court carries out aformal review by referring to the laws and regulations that regulate the
procedures for forming statutory regulations while still using the perspective of constitutionality in carrying
out trials. In its devel opment, the trend of Constitutional Court decisions shows that the Constitutional Court
tends to limit itself to granting aformal review of alaw even though it is proven that the law is contrary to
the formal process. It is recorded that the Constitutional Court has only decided once with aruling to grant a
formal review, namely in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XV111/2020. Therefore, there
isan urgency for the Indonesian Constitutional Court to make a limitation and standard that is both relative
and absolute. This relative standard relates to relative violations that do not have implications for the
cancellation of alaw. On the other hand, this absolute standard relates to standards that must be met where
violations of these standards will have an impact on a norm being declared unconstitutional .



